BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan tata kelola pemerintah desa di Desa Sumbergede dalam
mewujudkan inklusi sosial pembangunan desa sudah berjalan namun belum
optimal. Prinsip tata kelola seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas telah
diterapkan melalui forum musyawarah desa, perencanaan pembangunan
infrastruktur, serta pengawasan oleh perangkat desa. Akan tetapi, partisipasi
masyarakat masih terbatas, terutama dari kelompok rentan seperti perempuan,
lansia, dan penyandang disabilitas yang belum sepenuhnya dilibatkan. Hal ini
menunjukkan bahwa tata kelola yang inklusif masih bersifat formalitas dan belum
sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik pemerintahan desa.

Selain itu, penelitian ini menemukan berbagai hambatan yang dihadapi
pemerintah desa dalam menerapkan prinsip tata kelola inklusif. Hambatan tersebut
mencakup rendahnya kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses
perencanaan, keterbatasan akses informasi yang membuat sebagian warga tidak
mengetahui agenda pembangunan, serta masih kuatnya budaya patrimonial yang
menempatkan urusan pembangunan pada dominasi pihak laki-laki atau kelompok
elite lokal. Di sisi teknis, terdapat pula keterlambatan pelaksanaan pembangunan
infrastruktur serta kurangnya pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh
lapisan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tata kelola pemerintah desa di
Desa Sumbergede belum sepenuhnya mencerminkan prinsip inklusivitas. Upaya

sudah ada, tetapi masih menghadapi hambatan struktural maupun kultural yang
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membatasi partisipasi kelompok rentan. Oleh karena itu, pembangunan desa yang
berkeadilan dan inklusif masih menjadi tantangan yang perlu ditangani secara
serius.
5.2 Saran
1. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Secara Merata
Pemerintah desa perlu secara konsisnten mengadakan pelatihan-pelatihan
peningkatan kapasitas agi masyarakat lokal agar mereaka memiliki ketrampilan
yang mumpuni untuk terlbiat sebagai tenaga kerja dalam pembangunan desa. Selain
pelatihan teknis pelatihan manjerial dan soft skill juga penting untuk membentuk
tenaga kerja yang propesional dan siap berasing aik dalam maupun di luar desa.
2. Program Sertifikasi dan Pengakuan Profesional
Sertifikasi bagi tenaga kerja lokal harus terus ditingkatkan untuk memberikan
pengakuan formal terhadap kompetensi mereka. Sertifikasi ini tidak hanya
meningkatkan kepercayaan diri masyarakat, tetapi juga memperluas peluang kerja
mereka di luar lingkungan desa, yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf
hidup warga secara keseluruhan
3. Pemberdayaan Inklusif bagi Kelompok Disabilitas
Kelompok disabilitas harus dilibatkan secara aktif dalam pembangunan desa
melalui pemberdayaan pada sektor yang sesuai dengan kemampuan mereka, seperti
pengawasan, administrasi, atau kegiatan sosial. Hal ini akan menciptakan
pembangunan yang lebih inklusif dan adil
4. Profesionalisme dan Akuntabilitas Pelaksana Desa
5. Pelaksana pembangunan di tingkat desa harus dipilih berdasarkan

kompetensi dan integritas yang jelas. Pemerintah desa dituntut untuk
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bersikap cepat tanggap dan bertanggung jawab dalam mengelola dana
pembangunan dari pemerintah pusat.

6. Penundaan atau penyalahgunaan dana dapat memicu praktik korupsi,
sehingga perlu adanya sistem pengawasan yang ketat dan transparansi yang
tinggi dalam setiap proses pelaksanaan pembangunan.

7. Keterlibatan Seluruh Elemen Masyarakat dalam Perencanaan

Dalam tahap pembangunan berkelanjutan, semua elemen masyarakat,
termasuk perwakilan dari kelompok perempuan, pemuda, dan disabilitas, harus
dilibatkan dalam forum musyawarah desa (musdes). Hal ini penting untuk
mencegah ketimpangan informasi dan kebijakan antara pemerintah

desa dan masyarakat, serta memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai

dengan kebutuhan dan aspirasi warga
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